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Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Maluku Utara

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, berkat

limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan

gambaran capaian kinerja yang telah dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara selama periode tahun 2019 dengan tolak ukur sebagaimana
yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).

Laporan in disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri Negara

wm  Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 53 Tahun 2019 tentang

. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan

fungsi dan tanggung jawab schingga dapat dijadikan bahan
penyusunan rencana dan kegiatan pada periode berikutnya.

Perwakilan BPKP Maluku Utara terus berupaya meningkatkan
peran pengawasan BPKP sebagaimana yang diamanahkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Badan Pengawasan
Keuvangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi
pengawasan BPKP untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional,
yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Hal ini sejalan dengan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai berikut;

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia Untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan di Wilayah Provinsi Maluku Utara”.

Besar harapan kami Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders, sehingga
dapat memberikan umpan balik yang positif bagi capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara di masa yang akan datang.

Ternate, 23 Januari 2020

Rizal Suhaili, Ak, MM
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pengawasan

internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kelola Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan yang salah satunya adalah Perwakilan Maluku Utara merupakan instansi

vertikal BPKP di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

BPKP, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas BPKP di daerah, berdasarkan

kebijakan pengawasan yang telah digariskan oleh Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan unit organisasi yang memiliki visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis yang sama dengan BPKP, serta sasaran program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis BPKP.

Visi dari BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah Rl Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Untuk mewujudkan visi BPKP, maka terdapat misi yang harus dikerjakan yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi
yang bersih dan efektif;

Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPKP, dalam Renstra 2015-2019

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diamanahkan tujuh sasaran program yang harus

dicapai dan dirinci lebih lanjut sebagai target tahunan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan untuk mencapai sasaran stategis. Laporan yang menyajikan informasi realisasi
kinerja dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

dengan Kepala BPKP, terdapat target yaitu 7 sasaran program yang disertai 15 Indikator

Kinerja Program (IKP). Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 menunjukan bahwa 10 dari

15 IKP memperoleh capaian kinerja diatas 100% yang disajikan dalam Tabel RE.1.
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Tabel RE.1
Capaian Sasaran Program Tahun 2019

Sasaran Program Pengawasan Capaian IKU

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas IKU 1 Tercapai 104,25%
Nasional dan Pengelolaan Keuangan IKU 2 Tercapai 89,29%
Negara/Korporasi IKU 3 Tercapai 161,29%
Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan IKU 4 Tercapai 36,67%
Keinvestigasian IKU & Tercapai 133,33%
IKU 6 Tercapai 142,86%
Meningkatnya Penyelesaian Hambatan IKU 7 Tercapai 0%

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah IKU 8 Tercapai 156,36%

dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan IKU 9 Tercapai 142,86%

Masyarakat terhadap Korupsi

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda IKU 10 Tercapai 100%
IKU 11 Tercapai 28,57%
IKU 12 Tercapai 100%

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern IKU 13 Tercapai 100%

Pemda IKU 14 Tercapai 88,89%
IKU 15 Tercapai 100%

Capaian sasaran dan indikator kinerja program tahun 2019 didukung dengan realisasi dana
sebesar Rp17.758.085.268,00 atau mencapai 98,72% dari rencana sebesar
Rp17.988.071.000,00.

Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga
memperoleh penghargaan selama tahun 2019 yaitu Peringkat Il dengan kategori Satker Besar

dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Ternate.
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PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas utama
membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta
pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus
memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan terkait

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dengan tugas sebagaimana disajikan pada
Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
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Gambar 1.2
Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

melaksanakan fungsi sebagai berikut:
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10.

Perencanaan dan program;

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

Pelaksanaan pembinaan APIP;

Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah
atas permintaan daerah;

Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau
lintas kementerian/lembaga/wilayah;

Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah,;

Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kinerja instansi pemerintah
pusat/daerah/BUMN/BUMD;

Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil

dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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11. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja

pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan
BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

12. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, BUMN,
dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan
terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka
perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi
penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

13. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu

pengawasan; dan

14. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
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Gambar 1.3
Perjalanan BPKP Mengawal Pembangunan Nasional
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B. Aspek Strategis Organisasi

Kerangka kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk

mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah,

penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan

pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem

manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara secara rinci, sebagai berikut:

1.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui pendekatan Internal Audit Capabiity
Model (IA-CM) sehingga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mampu
mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian/
lembaga/pemerintah daerah/korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain
untuk membangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dalam melakukan
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis bersama-sama
dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal
pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-
2019;

Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan
negara/daerah, pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah, pengawasan
terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah, pengawasan pembiayaan keuangan
negara/daerah, dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);
Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing

house, pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi.
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C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan tata kelola pemerintah serta menciptakan iklim
pencegahan KKN, Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan pengawasan terhadap

empat fokus pengawasan, yaitu terinci pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4
Fokus Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Pangomcoan Asel Negoro Doerah

Penicgiaton Koribus Pucng ikl

Pengmwoltn Akoniabilias Pembungueem Nosionel

1. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional
Pengawasan ini meliputi pengawasan yang berhubungan langsung dengan pengawalan
prioritas pembangunan dalam nawa cita (100 janji presiden);

2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal
Pengawasan ini meliputi pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan ruang fiskal
dan efisiensi pengeluaran.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan

CeD
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negara dan daerah serta pengamanan aset tetap negara/daerah.

4. Peningkatan Governance system
Pengawasan yang strategis dan bersifat makro dalam jangka perbaikan governance system

di lingkungan kementerian/lembaga/pemda/korporasi.

Fokus tersebut yang kemudian menghasilkan rekomendasi bagi stakeholders melalui

pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimtek, sosialisasi, dan asistensi.

Sesuai dengan Peraturan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga memiliki produk unggulan lainnya

yaitu:

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terintegrasi
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Informasi Akuntasi PDAM

Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat

Program Pembinaan SPI BUMD

Program Anti Korupsi (PAK)

Fraud Control Plan (FCP)

Peningkatan Maturitas SPIP, dan

© o N2k 0N

Peningkatan Kapabilitas APIP
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D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara merupakan perwakilan BPKP yang berkedudukan di Ternate dan dipimpin oleh
seorang Kepala Perwakilan dengan struktur organisasi terlihat pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
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Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2019
sebanyak 84 orang, terdiri dari 68 orang PNS dan 16 orang non-PNS. Rincian pegawai per
bidang/bagian seperti Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rincian Pegawai Per Bidang/Bagian

No. Bidang/bagian PNS CPNS*) | Non-PNS Total
1. Kepala Perwakilan 1 - - 1
2. Kepala Bagian Tata Usaha 1 - - 1
3. Kepala Sub Bagian Keuangan 3 - - 3
4, Staf pada Sub Bagian Keuangan 2 - - 2
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1 - 0 1
6. Staf pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2 16 18
7. Korwas Bidang Pengawasan IPP 1 - - 1
8. Staf pada Bidang Pengawasan IPP 18 - - 18
9. Korwas Bidang Pengawasan APD 1 - - 1
10. | Staf pada Bidang Pengawasan APD 14 - - 14
11. | Korwas Bidang Pengawasan AN 1 - - 1
12. | Staf pada Bidang Pengawasan AN 9 - - 9
13. | Korwas Bidang Pengawasan Investigasi 1 - - 1
14. | Staf pada Bidang Pengawasan Investigasi 7 - - 7
15. | Korwas Bidang Pengawasan P3A 1 - - 1
16. | Staf pada Bidang Pengawasan P3A 7 7
Jumlah 68 0 16 84

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dirinci dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Pegawai Per Kejadian Mutasi

Mutasi

Posisi Posisi
Tahun 2019
Kelompok Jabatan 01-01-2019 31-12-2019

Tambah
1

5 2 2 5
58 9 12 55
6 - 2 4

- - - 0

- - - 0
14 2 - 16
86 14 16 84
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Berdasarkan golongan, jumlah pegawai dapat dirinci dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Rincian Pegawai Per Golongan
Uraian Gol.IV | Gol.lll | Gol. 1l | Gol.1 | Jumlah
+ Pejabat Struktural 2 2 - - 4
+ Korwas Kelompok JFA 5 - - - 5
+ Pejabat Fungsional Auditor 2 37 16 - 55
+ Pejabat Fungsional Umum - 1 3 - 4
% Calon Pejabat Fungsional Auditor - - - - -
+#+ Calon Pejabat Fungsional Umum - - - - -

Jumlah 9 40 19 - 68

Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah pegawai dapat dirinci dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian | S2 S1/D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
+ Pejabat Struktural 2 2 - - = - 4
+ Korwas Kelompok JFA 3 2 - - - - 5
+ Pejabat Fungsional Auditor 1 34 20 - - - 55
+ Pejabat Fungsional Umum - - 3 1 - - 4
+  Calon Pejabat Fungsional Auditor - - - - - = -
4+ Calon Pejabat Fungsional Umum - - - - - - -
Jumlah | 6 38 23 1 - - 68

Berdasarkan jenjang jabatan auditor, jumlah pegawai dapat dirinci dalam Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Auditor

Jenjang Jabatan Auditor Jumlah

Auditor Ahli

+# Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang 5
+ Auditor Madya selaku Pengendali Teknis 3
4+  Auditor Muda S
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Jenjang Jabatan Auditor Jumlah
4+ Auditor Pertama 26
4 Calon Auditor Pertama -

Auditor Terampil

% Auditor Penyelia 1
#+ Auditor Pelaksana Lanjutan 5
#+ Auditor Pelaksana 15
4+ Calon Auditor Pelaksana -

Jumlah 60
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E. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014, format, substansi, dan pengukuran LK]jIP tahun 2019, dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB | Pada bagian ini disajikan penjelasan umum tentang

organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yaitu
PENDAHULUAN meliouti:

puti:

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB I Pada bagian ini disajikan secara ringkas mengenai

perencanaan strategis yang mencakup visi, misi tujuan
PERENCANAAN KINERJA dan sasaran, serta indikator kinerja utama, termasuk
perjanjian kinerja tahun 2018.

BAB Il Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian kinerja

organisasi yang diperjanjikan dan kinerja lainnya,
AKUNTABILITAS KINERJA termasuk analisisnya. Pada bagian ini juga disajikan

akuntabilitas penggunaan anggaran atas kinerja.

BAB IV Pada bagian ini disajikan kesimpulan dan saran atas

PENUTUP

capaian kinerja tahun 2019.
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2015-2019

Pernyataan Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Pernyataan visi harus bersifat
praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang

kuat bagi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk mewujudkannya.

Gambar 2.1
Visi BPKP

Republik Indonesia
ngkatkan
in Keuvangaon dan

di Provinsi Malukv Utara

Pernyataan visi di atas mengandung makna:

1. Auditor Internal Pemerintah RI
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan instansi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKP, yang dibentuk dalam rangka melaksanakan
fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah
Provinsi Maluku Utara. Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Republik Indonesia.

Kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang secara tidak langsung berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada presiden menjamin independensi Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara sebagai auditor internal/APIP. Independensi APIP merupakan poin

penting untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

sebagai auditor internal berkelas dunia, yaitu:

()
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a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara wajib
menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan
dan wajib memenuhi persyaratan minimal.
SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang memiliki kompetensi minimal dalam
bidang pegawasan diarahkan menjadi personel yang memiliki kompetensi sesuai tujuan
dan sasaran strategis. Peningkatan kompetensi dilakukan untuk menjamin kualitas

proses pengawasan.

b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi
Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas sektor di kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah diwujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam

pelaksanaan pengawasan berkualitas yang independen dan objektif.

Setiap auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara memiliki keahlian
dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerja sama tim, paham
atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selalu mengusahakan
peningkatan kompetensi auditor dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan
kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif solusi serta

perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

c. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kualitas hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara baik yang berupa
assurance maupun consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup
signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan pencapaian program

pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Terdapat 2 ruang lingkup terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan, yaitu fungsi manajemen dan lingkup APBN. Terkait fungsi manajemen,
lingkup pengawasan intern meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban. Terkait lingkup APBN, pengawasan intern meliputi fungsi

penerimaan, program prioritas nasional, dan kewajiban fiskal.

Pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk

merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi

perhatian presiden dan kepala daerah atau masyarakat luas.
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Pernyataan Misi

Misi merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai Visi. Selain itu misi adalah deskripsi

atau tujuan mengapa organisasi dibentuk, dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Tujuan BPKP Dibentuk

MISI

@ \

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuvangan dan pembangunan nasional guna mendukung n

tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif —

o N

Peningkatan ruang fiskal éa

) L
Membina penyelenggaraan sistem pengendalian e

intern pemeriniah yang efekfif

it

* L
Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern o ¢

pemerintah yang professional dan kompefen

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP di perwakilan serta manfaat
BPKP di daerah Maluku Utara. Tugas dan fungsi dimaksud adalah “Pengawasan intern
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu

“Mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

2 Peningkatan Ruang Fiskal
Misi ini mengandung pengertian bahwa tugas dan fungsi BPKP di perwakilan adalah dalam
rangka bersama-sama dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kemampuan ruang

fiskal daerah meliputi optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan sidang Tuntutan Ganti

Rugi (TP-TGR) maupun fungsi keinvestigasian yang mendorong pengembalian kerugian

©

keuangan negara/daerah ke kas negara maupun kas daerah.
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3 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang
Efektif
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu
sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai berdasarkan PP 60
Tahun 2008. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP dan Perwakilan BPKP diberikan mandat

untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

4 Mengembangkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Upaya pembentukan budaya pengawasan di pemerintahan, diwujudkan dengan peran
perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. APIP
yang efektif dapat mendorong pemerintahan di wilayah kerja APIP terhindar dari

perilaku-perilaku koruptif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Program, Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Program

Dalam melakukan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksanakan 2
program: program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP dan program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas.

Hasil yang diharapkan (sasaran kinerja) masing-masing program serta indikator kinerjanya

disebutkan sebagai berikut:

1. Program Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi, dengan indikator:
1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan,;
2) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang
dievaluasi;
3) Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi;
b. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian, dengan indikator:
1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan;
2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH;
3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
c. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

1) Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;

d. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan
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Korupsi

1) Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
e. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
1) Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
f. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah, dengan indikator:
1) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3;
2) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level3;
3) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2.
g. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah, dengan indikator:
1) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3;
2) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3;

3) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP dengan

sasaran tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat

utama, dengan indikator kepuasan atas pelayanan sekretariat utama (skala likert
1-10).
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja dalam laporan kinerja ini adalah antara

Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Pada perjanjian kinerja tahun 2019 Kepala BPKP menugaskan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan yang disertai 15 Indikator
Kinerja Utama. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah disediakan

anggaran sebesar Rp15.686.097.000,00 yang kemudian sampai pada akhir tahun anggaran
direvisi menjadi Rp17.988.071.000,00. Perjanjian kinerja tahun 2019 terlampir.
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BAB i

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam rangka
meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang harus dicapai pada
periode Renstra 2015 - 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Rumus yang digunakan
untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis,
yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

Target

2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk

2 x Target - Realisasi
Target

Capaian = x 100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja
untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran
program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2019

o,
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi

Persentase Tindak Lanjut

11 Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 70 72,97 104,25

Persentase BUMD yang kinerjanya
1.4 | minimal berpredikat baik dari BUMD % 56 50 89,29
yang dievaluasi




No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase BLUD yang tata

SATUAN

TARGET
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REALISASI

VaJa) v o)

%
CAPAIAN

1.5 | kelolanya minimal cukup baik dari % 62 100 161,29
BLUD yang dievaluasi

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Persentase hasil pengawasan

2.1 | keinvestigasian yang dimanfaatkan % 60 22 36,67
di persidangan
Persentase hasil pengawasan

2.2 | keinvestigasian yang dimanfaatkan % 75 100 133,33
oleh APH
Persentase hasil pengawasan

2.3 | keinvestigasian yang dimanfaatkan % 70 100 142,86

oleh K/L/P/K

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan
Nasional

Persentase penyelesaian hambatan

3.1 % 80 0 0
kelancaran pembangunan
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam
Pencegahan Korupsi
Persentase K/L/P/K yang
4.1 | mengimplementasikan FCP % 55 86 156,36

(termasuk FRA)

Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

o

51 (KPAK) yang mengimplementasikan o 70 100 142,86
Sistem Pengaduan Masyarakat

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
Persentase Pemerintah Provinsi o

6.1 dengan Maturitas SPIP Level 3 % 100 100 100
Persentase Pemerintah

6.2 | Kabupaten/Kota dengan Maturitas % 70 20 28,57
SPIP Level 3
Persentase Pemerintah

6.3 | Kabupaten/Kota dengan Maturitas % 30 30 100
SPIP Level 2

Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

71 Persentase APIP Pemerintah o 100 100 100

Provinsi dengan Kapabilitas Level 3




No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase APIP Pemerintah

WAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSILM

SATUAN

TARGET

ALUKL UTARA
TAHUNRZ2O019

REALISASI

%
CAPAIAN

Kapabilitas Level 2

7.3 | Kabupaten/ Kota dengan % 90 80 88,89
Kapabilitas Level 3
Persentase APIP Pemerintah

7.4 | Kabupaten/ Kota dengan % 10 10 100

Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama

8.1

Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

Skala

8,2

102,5

*Juknis LK|IP, jika L3 kapabilitas APIP dan maturitas SPIP tidak tercapai maka capaian L2
maksimal 100%.

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program beserta realisasi
anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja program yang
disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
sebagai berikut:

Sasaran Program Pengawasan 1:

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/ Korporasi

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai melalui informasi assurance dan consultancy.

Capaian sasaran program ini diukur melalui tiga IKU yang terkait langsung dengan
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas
nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada
Gambar 3.1.
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Gambar 3.1
Ringkasan Capaian Sasaran Program Pengawasan 1

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program
perbaikan pengelolaan program prioritas nasional
dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Tahun 2019
Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal
berpredikat baik
dari BUMD yang
dievaluasi

arget 56% N
Realisasi 3
50 % 4

arget 70%
Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Realisasi

o 00 %

arget 62% o———

Persentase BLUD yang tata kelolanya

minimal cukup baik dari BLUD yang

dievaluasi

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran
program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi”, hanya dua IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini sebagai berikut:

1.1.  Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” menggambarkan
tindak perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif melalui penyelesaian
tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase Tindak .
Lanjut  Rekomendasi  Hasil = 2 TL Rekomendasi 2019y 450,
Pengawasan 2 Rekomendasi 2019

(2)
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27 TL Rekomendasi 2019 X 100% — 72,.97%

37 Rekomendasi 2019

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” tahun 2019
adalah sebesar 72,97% atau tercapai 104,25% dari target sebesar 70%, dengan
perhitungan sebanyak 27 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 37 rekomendasi yang
disampaikan pada tahun 2019.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara lain:

1.

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program SOLID in
Eastern Indonesia Loan IFAD Number L-1-835-ID dan Grant IFAD Number G-I-C-
835-ID pada Dinas Kesehatan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah untuk Tahun
Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2018 degan Nomor Laporan LAlI-
141/PW33/2/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebanyak 3 rekomendasi;

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program Inovasi
DesalVillage Inovation Program (VIP) Loan IBRD 8217-ID pada Satker Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Maluku Utara
untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2018 dengan Nomor Laporan
LAI-158/PW33/2/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebanyak 6 rekomendasi;

Laporan Audit Dukungan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Program KOTAKU TA
2018/Loan IBRD 8636 ID; AAIB LN-0004-IDN/8213 ID pada Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Laporan
LAI-143/PW33/2/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebanyak 1 rekomendasi;

Laporan Audit Dukungan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Program KOTAKU TA
2018/Loan IBRD 8636 ID; AAIB LN-0004-IDN/8213 ID pada Satker Pembangunan
Infrastruktur Pemukiman Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Laporan LAl-
145/PW33/2/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebanyak 2 rekomendasi;

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Audit Laporan Keuangan Third Water
Supply and Santation for Low Income Communities Project (WSLIC-3) Provinsi
Maluku  Utara Tahun  Anggaran 2018 dengan Nomor Laporan
LAI-144/PW33/2/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebanyak 4 rekomendasi;

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur
Sosialisasi dan Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2018 dan Semester | Tahun 2019
dengan Nomor Laporan LHA-275/PW33/2/2019 tanggal 3 September 2019
sebanyak 2 rekomendasi;

. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program SOLID in

Eastern Indonesia Loan IFAD Number L-1-835-ID dan Grant IFAD Number G-I-C-
835-ID pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera
Selatan untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2018 dengan Nomor
Laporan LAI-140/PW33/2/2019  tanggal 10 Mei 2019 sebanyak
3 rekomendasi;

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program SOLID in
Eastern Indonesia Loan IFAD Number L-1-835-ID dan Grant IFAD Number G-I-C-
835-ID pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara untuk Tahun Anggaran yang

©
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Berakhir 31 Desember 2018 dengan Nomor Laporan
LAI-131/PW33/2/2019 tanggal 3 Mei 2019 sebanyak 4 rekomendasi;

9. Laporan Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Universitas Khairun Tahun
Anggaran 2018 pada 11 (sebelas) Paket Pengadaan Barang dan Jasa
Nonkonstruksi dengan Nomor Laporan LHA-367/PW33/2/2019 tanggal
29 Oktober 2019 sebanyak 2 rekomendasi;

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 72,97% meningkat 7,97%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 65%. Sedangkan capaian IKU
tahun 2019 adalah sebesar 104,25% menurun sebesar -3,75% dibandingkan dengan
capaian tahun 2018 sebesar 108,00%. Faktor menurunnya capaian IKU antara lain
perbedaan jumlah target kinerja pada tahun 2018 yaitu sebesar 60% sedangkan pada
tahun 2019 sebesar 70%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target
tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan mitra kerja dalam upaya
percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, antara lain
dengan menyampaikan surat penegasan kepada K/L/P terkait;

2. Mengintensifkan monitoring tindak lanjut yang dilakukan bersama dengan
penugasan lainnya yang menekankan pada manfaat akan dirasakan oleh mitra kerja
apabila segera melaksanakan saran/rekomendasi yang dilaksanakan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tahun 2015 s.d. 2019

160
140
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120 104 104,17
100
72,92
62 55 57 60
60 45
40
20
0
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1.4. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dievaluasi

IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dievaluasi” merupakan jumlah BUMD yang kinerjanya minimal sehat di tahun 2019
dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi. BUMD yang dimaksud adalah
PDAM. BUMD selain PDAM tidak digunakan untuk mengukur indikator ini.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Realisasi KU P ; BUMD 2 BUMD yg kinerjanya
ealisasi ersentase minimal baik/sehat 2019

yang kinerjanya minimal berpredikat = X 100%

baik dari BUMD yang dievaluasi +BUMD y;on?gdieva/uasi

2 BUMD yg kinerjanya minimal
baik/sehat 2019 X 100% = 50%
4 BUMD yang dievaluasi 2019

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD
yang Dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 50% atau tercapai 89,29% dari target
sebesar 56%, dengan perhitungan dua BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik/sehat tahun 2019 dari empat BUMD yang dievaluasi pada tahun 2019. Daftar
predikat kinerja PDAM selengkapnya disajikan pada Lampiran VII.

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD
yang Dievaluasi” tahun 2019 berada di bawah target disebabkan terdapat satu BUMD
yang mengalami penurunan nilai kinerja dari predikat sehat menjadi kurang sehat.
Penurunan predikat tersebut disebabkan kesulitan BUMD untuk menjaga kinerja
operasionalnya yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Dari hasil evaluasi tahun 2019 diidentifikasi enam permasalahan kinerja yang paling
signifikan pada PDAM sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2
Permasalahan Kinerja PDAM

. Permasalahan Kinerja
PDAM

Jumlah PDAM : 3 (Tidore, Halsel, Halut)

Rendahnyn Cokupan pelayonan,
3 PDAM masih dibawah B0%,

Jumlah PDAM :4 (Ternate, Tidore, Halut, Holsel)
Horga Judl yang Belum Full Cost Rocovery

o
Jumlah PDAM :4 (Ternare, Tidore,Halur, Halsel)
Ruulitas, Huantilas dan Kenlinuitas pelayadan
Belum Mamenwhi Kerentuan
Parman PUPR Mo 18/PRT/M/2007

Jumlah PDAM :3 [Tidare, Halsel, Halur)
Biaya Operasi Tinggl

Juminh PDAM :7 (Tidore, Halui)

Pemanfaatan Kapositas Produksi yang
Belum Dptimal

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 50% dari target 56% sama dengan realisasi tahun
2018 yang juga sebesar 50% namun dengan target yang lebih kecil yaitu 55%. Sedang
capaian IKU tahun 2019 hanya 89,29% atau lebih rendah 1,71% dibandingkan dengan
capaian tahun 2018 sebesar 91%. Kondisi ini disebabkan target IKU tahun 2019
sebesar 56% naik sebesar 1% dibandingkan dengan IKK tahun 2018 sebesar 55%,
dengan penjelasan diharapkan terdapat tiga BUMD yang kinerjanya berpredikat
Baik/Sehat, sama dengan tahun 2018 sehingga realisasi IKU tahun 2019 minimal sama
dengan tahun 2018.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja IKU yang belum
tercapai sampai dengan akhir tahun Renstra perlu dilakukan langkah-langkah untuk
mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui:

1. Perbaikan tata kelola BUMD;
2. Perbaikan manajemen risiko; serta
3. Perbaikan sistem pengendalian intern BUMD.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang
Dievaluasi
Tahun 2015 s.d. 2019

180 167
160
140
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100 91 89,29
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54 55 56

60 43 43 >0 >0

40 28

: el 1

0
2015 2016 2017 2018 2019
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1.5. Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD
yang dievaluasi

IKU “Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang
Dievaluasi” merupakan jumlah BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik di tahun
2019 dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi. BLUD yang dimaksud adalah
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). BLUD selain RSUD tidak digunakan untuk
mengukur indikator ini.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BLUD yang tata 2 BLUD yang tata kelolanya
kelolanya minimal cukup baik dari BLUD = minimal cukup baik 2019 X 100%
yang dievaluasi X BLUD yang dievaluasi 2019

1 BLUD yang tata kelolanya minimal
cukup baik 2019 X 100%

1 BLUD yang dievaluasi 2019

100%

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD
yang Dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 161,29% dari target
sebesar 62%, dengan perhitungan sebanyak satu BLUD yang tata kelolanya minimal
cukup baik tahun 2019 dari satu BLUD yang dievaluasi pada tahun 2019. Satu BLUD
yang ditetapkan dalam IKU untuk dievaluasi pada tahun 2019 adalah RSUD Labuha
dan mendapat predikat A/Baik. Kondisi ini disebabkan semata-mata karena pada tahun
2019 hanya satu BLUD yang dievaluasi dan mendapat predikat A atau sama dengan
tahun 2018, sehingga realisasi IKU tahun 2019 sama dengan tahun 2018.

()




WAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSLMALUKU UTARA

TAHUNI2019 bpofgh

Dari hasil evaluasi tahun 2019 diidentifikasi permasalahan kinerja yang paling signifikan
pada BLUD adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang
SPM Rumah Sakit yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh rumah sakit.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2018 yang juga
sebesar 100%. Namun demikian, capaian IKU tahun 2019 sebesar 161,29% lebih
rendah 20,53% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 181,82% . Kondisi
ini disebabkan target kinerja tahun 2018 IKU “Persentase BLUD yang Tata Kelolanya
Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi” hanya 55% sedangkan untuk tahun
2019 naik menjadi 62%, sementara BLUD yang dievaluasi hanya satu, sehingga
dengan realisasi IKU yang sama, capaian IKU tahun 2019 menjadi lebih rendah dari
tahun 2018.

Peningkatan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang
Dievaluasi
Tahun 2015 s.d. 2019

200 181,82
161,29
150
100 100 100
100
60 55 62
50
10 10 0 o I
0 _—

2015 2016 2017 2018 2019

B Target M Realisasi M Capaian

Sasaran Program Pengawasan 2:
Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran program Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP Maluku Utara
dalam rangka pengamanan keuangan/aset negara/daerah melalui audit
keinvestigasian.

Capaian sasaran program diukur melalui tiga IKU dengan ringkasan target, realisasi
dan capaian sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3
Ringkasan Capaian Sasaran Program Pengawasan 2
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

sasaran Program
“engawasan 2

Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan

di persidangan

Target 60% G
Realisasi 3

Realisasi
. 00 %
‘arget 75% m—
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH
Realisasi
100 %

Jarget 70%
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran
program “Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian”, dua IKU
memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

2.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan”
merupakan hasil dari perbandingan jumlah pemberian keterangan ahli (PKA) tahun
2019 dibandingkan jumlah banyaknya laporan hasil audit investigatif (LHAI) ditambah
jumlah laporan hasil penghitungan keuangan negara (LHPKKN) selama tiga tahun
terakhir.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Per.?entage ha.vsil > PKA Tahun 2019
pengawasan keinvestigasian _ X 100%
o

2 LHAIHLHPKKN tiga tahun terakhir

yang dimanfaatkan di
persidangan

5 PKA Tahun 2019
23 LHAI+LHPKKN tiga tahun terakhir

X 100% 22%
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Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” tahun 2019 adalah sebesar 22% atau tercapai 36,67% dari target sebesar
60%. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan 5 kali Pemberian Keterangan Ahli
(PKA) di sidang Pengadilan pada tahun 2019 dibandingkan dengan 23 Laporan Hasil
Pengawasan keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi dan Laporan Hasil
Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam tiga tahun terakhir (2017,
2018, 2019). Capaian kurang dari 100% karena PKA dipersidangan atas pemanfaatan
LHAI/LHPKKN sangat tergantung dengan kewenangan dan kinerja APH yang
memanfaatkan Laporan AI/PKKN tersebut. Selain itu, LHAI yang disampaikan ke
penyidik tidak dapat langsung digunakan untuk PKA dalam persidangan tetapi APH
terlebih dahulu meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan dan meminta audit PKKN.
Sebagian realisasi audit PKKN dilaksanakan pada akhir tahun 2019 (semester 2 tahun
2019).

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 22% lebih rendah 3% dibandingkan dengan realisasi
tahun 2018 sebesar 25%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 lebih rendah
14% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 50%. Kondisi ini disebabkan
target di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun sebelumnya, untuk
itu perlu upaya untuk meningkatkan kinerja IKU melalui peningkatan koordinasi dengan
APH.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan
Tahun 2015 s.d. 2019

120
100
80
60

44
: - l

2015 2016 2017 2018 2019

4

o

2

o

W Target M Realisasi M Capaian

2.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH”
merupakan perbandingan jumlah laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan aparat penegak hukum (APH) tahun 2019 dibandingkan
jumlah LHAI yang diterbitkan tahun 2019.
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Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase hasil Y LHAI yang
pengawasan keinvestigasian = ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH 2019 X 100%
yang dimanfaatkan oleh APH Y LHAI yang terbit 2019

4 LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH 2019

X 1009 = 1009
4 LHAI yang terbit 2019 7 7

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 133,33% dari target sebesar 75%,
dengan perhitungan sebanyak empat Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang
ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2019 dibandingkan dengan
empat LHAI yang diterbitkan pada tahun 2019. Capaian lebih dari 100% disebabkan
LHAI yang telah terbit langsung diserahkan kepada APH sehingga dapat segera
dimanfaatkan.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 100%, meningkat 100% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018 sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019
meningkat 133,33% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0%. Faktor
pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain penugasan audit
investigatif dilakukan pada awal tahun, dan adanya dua penugasan tahun 2018 yang
baru terbit laporannya pada tahun 2019, sehingga LHAI atas penugasan tersebut baru
diserahkan/dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2019.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH
Tahun 2015 s.d. 2019
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133,33
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150

143
100
100 70 72 75
50
0 O
0

2015 2016 2017 2018 2019

B Target M Realisasi M Capaian

2.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”
merupakan perbandingan jumlah laporan hasil pemeriksaan keinvestigasian tahun 2019

(30
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yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan kementerian/lembaga/pemda/korporasi (K/L/P/K)
tahun 2019 dibandingkan jumlah laporan hasil pemeriksaan keinvestigasian yang
diterbitkan tahun 2019.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase 2 LHP Keinvestigasian yang TL/dimanfaatkan

hasil pengawasan _ oleh K/L/P/K tahun berjalan X 100%
keinvestigasian yang 2 LHP Keinvestigasian yang terbit pada tahun ’
dimanfaatkan oleh K/L/P/K berjalan

30 LHP Keinvestigasian yang TL/dimanfaatkan oleh K/L/P/K

tahun berjalan X 100% - X 100%
30 LHP Keinvestigasian yang terbit pada tahun berjalan

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 142,86% dari target sebesar
70%, dengan perhitungan sebanyak 30 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian
(LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan
dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2019 dibandingkan dengan 30 Laporan Hasil
Pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2019. Capaian lebih dari
100% disebabkan seluruh laporan hasil pengawasan keinvestigasian tahun 2019 telah
dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 100% sama dengan dengan realisasi tahun 2018
sebesar 100%. Capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 10,99% dibandingkan dengan
capaian tahun 2018 sebesar 153,85%. Kondisi ini disebabkan target yang ditetapkan
pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Tahun 2015 s.d. 2019

200
153,85

142
150 86
119
100 100
100
€0 71 65 70
) I I I I
0
2015 2016 2017 2018 2019

B Target M Realisasi M Capaian
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Sasaran Program Pengawasan 3:

Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan
Nasional

Sasaran program  “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional” merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan
BPKP Maluku Utara dalam rangka pengawasan akuntabilitas keuangan negara atas
kegiatan tertentu yang meliputi antara lain kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional” didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan”. Uraian capaian IKU sebagai berikut:

3.1. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” merupakan
perbandingan jumlah laporan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan
(LHEHKP) yang ditindaklanjuti tahun 2019 dibandingkan jumlah LHEHKP yang
diterbitkan tahun 2019.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase 2 LEHKP ditindaklanjuti
penyelesaian hambatan kelancaran = 2019 X 100%
pembangunan X LEHKP 2019

0 LEHKP ditindaklanjuti 2019
0 LEHKP 2019

X 100%

0%

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” tahun
2019 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 80%, dengan perhitungan
0 Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti
kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 2019 dibandingkan dengan 0 Laporan
EHKP pada tahun 2019. Penugasan HKP tidak dapat direalisasikan karena para pihak
yang sebelumnya telah berkomitmen untuk dilakukan EHKP, pada saat akan dibuat
kesepakatan untuk dilakukan EHKP salah satu pihak terkait menarik diri dari komitmen
awal.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi
tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 0%
lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 133,33%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai
target diantaranya dengan melakukan pemantauan secara periodik terhadap
pelaksanaan pembangunan melalui media massa dan media sosial serta
berkoordinasi dengan instansi terkait dan bidang lain di internal Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara.
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Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
Tahun 2015 s.d. 2019
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Sasaran Program Pengawasan 4
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan
BPKP Maluku Utara dalam rangka memberikan sosialisasi dan penilaian risiko
kecurangan suatu organisasi.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)".

Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)

IKK “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” merupakan
perbandingan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) tahun
2019 dibandingkan jumlah penugasan terkait FCP/FRA tahun 2019.
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Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase 2 K/L/P/K yang IMPL FCP/FRA
K/L/PIK yang tahun berjalan

. . = - X 100%
mengimplementasikan 2 Penugasan yang telah dilakukan
FCP (termasuk FRA) pada tahun berjalan

6 K/L/P/K yang IMPL FCP/FRA tahun berjalan
- : X 100% = 86%

7 Penugasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”
tahun 2019 adalah sebesar 86% atau tercapai 156,36% dari target sebesar 55%,
dengan perhitungan enam K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk FRA
pada tahun 2019 dibandingkan dengan tujuh penugasan yang telah dilakukan
(Sosialisasi + Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi +
Monitoring) termasuk FRA pada tahun 2019. Capaian melebihi 100% disebabkan
terdapat penugasan FCP dan FRA tambahan.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 86% lebih rendah 14% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 35,95%
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 192,31%. Kondisi ini disebabkan
adanya dua penugasan FCP/FRA pada satu Pemerintah Daerah dengan sasaran
Dinas/OPD yang berbeda sehingga hanya dapat diakui sebagai 1 implementasi
FCP/FRA di K/L/P/K. Selain itu, target di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan
target tahun sebelumnya.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja program
“Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)’ tahun 2019
adalah melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan K/L/P/K yang potensial
untuk menerapkan FCP/FRA.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.9.
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Tabel 3.9
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi
dalam Pencegahan Korupsi
Tahun 2015 s.d. 2019
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Sasaran Program Pengawasan 5
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap
Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi”
merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP Maluku Utara
dalam rangka memberikan pembelajaran kepada K/L/P/K dan masyarakat agar peduli
terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan sistim
pengaduan masyarakat.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K Anggota
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat”.

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:

5.1. Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” merupakan pengukuran
persentase klien atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria dari klien/unit kerja yang
telah menjadi anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK).
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Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase K/L/P/K faﬁéuggﬁitsght;rgtuﬁe;ﬁ

Anggota Komunitas Pembelajar Kkriteria

Anti  Korupsi (KPAK) yang = - - X 100%
mengimplementasikan sistem L KILPK at""‘{ uryt kerja

pengaduan masyarakat yang telah ?ggﬁd' anggota

2 K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria

X100% = 100%

2 K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota KPAK

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2019 adalah
sebesar 100% atau tercapai 142,86% dari target sebesar 70%, dengan perhitungan dua
K/L/P/K yang telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan dua K/L/P/K yang
telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi. Capaian melebihi 100%
disebabkan meningkatnya kesadaran terhadap pemberantasan korupsi serta adanya
koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2018 sebesar
100%. Capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 10,99% dibandingkan dengan capaian
tahun 2018 sebesar 153,85%. Kondisi ini disebabkan target di tahun 2019 lebih tinggi
dibandingkan dengan target di tahun sebelumnya.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistim pengaduan
masyarakat” dengan meningkatkan koordinasi dan pemantauan dalam jangka waktu
satu tahun ke depan terhadap anggota komunitas pembelajar anti korupsi.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
Tahun 2015 s.d. 2019
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Sasaran Program Pengawasan 6
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

— S

Pengawasan intern terkait dengan peningkatan kualitas penerapan SPIP Pemda,
bermuara pada pemberian rekomendasi atas perbaikan kualitas penyelenggaraan
SPIP pada K/L/P.

Sasaran program “Meningkatkan kualitas Penerapan SPIP Pemda” merupakan
perwujudan peran pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan peraturan
perundang-undangan.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi dengan
empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2019 disajikan pada
Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Ringkasan Capaian Sasaran Program Pengawasan 6
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Dari Gambar 3.4, dapat diketahui bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian
sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”, hanya satu IKU
yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Dari hasil penilaian tahun 2019 diidentifikasi lima sub unsur yang masih memerlukan
perbaikan disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Lima Sub Unsur yang Masih Memerlukan Perbaikan
Berdasarkan Hasil Penilaian Tahun 2019

No. Sub Unsur Jumlah Pemda
Pembinaan SDM
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko

Pemantauan Berkelanjutan

g R0 M=
©® ™ o ™ o

Dokumentasi yang baik atas SPI

Perkembangan tingkat maturitas SPIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Tingkat Maturitas SPIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

12 11 11 11 11
© 10
8 8
g 8
&
- b
o
g 4 3
=
2
0 O 0 o 0 0 0 0 0 I
0
2015 2016 2017 2018 2019
|| | |

Level 1 Level 2 Level 3

Daftar nama pemda dengan skor dan level maturitas SPIPnya pada tahun 2019
selengkapnya disajikan pada Lampiran V.

Uraian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:

6.1. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3" merupakan
indikator yang mengukur persentase pemda provinsi di wilayah Provinsi Maluku Utara
dengan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
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(SPIP) level 3. Pengukuran dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor S-
2571/SU/01/2019 tanggal 18 November 2019.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase 2 Pemprov Min Level 3 SPIP
Pemerintah  Provinsi  dengan = X 100%
Maturitas SPIP level 3 & seluruh Pemprov

1 Pemprov Min Level 3 SPIP

1 seluruh Pemprov

X 100%

100%

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3” tahun
2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU adalah:

1. Pemantauan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi untuk
mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses
yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya.

2. Mendorong Pemerintah Provinsi untuk menambah unit kerja yang ber-SPIP.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
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6.3. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3”
merupakan indikator yang mengukur persentase pemda kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Maluku Utara dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP level 3.
Pengukuran dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor S-2571/SU/01/2019
tanggal 18 November 2019.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
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Realisasi IKU Persentase 2 Pemkab/kota Min Level 3
Pemerintah Kabupaten/Kota = SPIP X 100%
dengan Maturitas SPIP Level 3 X seluruh Pemkab/kota

2 Pemkab/kota Min Level 3 SPIP
10 seluruh Pemkab/kota

X 100% 20%

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level
3” tahun 2019 adalah sebesar 20% atau mencapai 28,57% dari target sebesar 70%,
dengan perhitungan 2 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal
level 3 dibandingkan dengan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 disajikan pada Tabel

3.14.
Tabel 3.14
Daftar Kabupaten/Kota yang Sudah Mencapai Level 3
No. Nama Pemda Skor Level Status
1. Kabupaten Halmahera Utara 3,00 Level 3 Hasil Reviu Rendal
2. Kota Tidore Kepulauan 3,00 Level3 Hasil Reviu Rendal

Tidak tercapainya IKU dikarenakan:

1. Kurangnya Implementasi atas kebijakan pada pemda yang dinilai belum didukung
dengan infrastruktur yang memadai;

2. Kurangnya dukungan pimpinan daerah dalam Implementasi Maturitas SPIP
Level 3.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.15.

Gambar 3.15
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
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6.4. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 27
merupakan indikator yang mengukur persentase pemda kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Maluku Utara dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP level 2.
Pengukuran dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor S-2571/SU/01/2019
tanggal 18 November 2019.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase 2 Pemkab/kota Min Level 2
Pemerintah Kabupaten/Kota = SPIP X 100%
dengan Maturitas SPIP Level 2 2 seluruh Pemkab/kota

3 Pemkab/kota Min Level 2 SPIP
10 seluruh Pemkab/kota

X 100% = 30%

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level
2” tahun 2019 adalah sebesar 30% atau 100% dari target sebesar 30%, dengan
perhitungan tiga Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP level 2
dibandingkan dengan target tiga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 2 disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Daftar Kabupaten/Kota yang Sudah Mencapai Maturitas SPIP Level 2

Nama Pemda Skor Level
1. Kota Ternate 2,69 Level 2
2. Kabupaten Halmahera Barat 2,98 Level 2
3. Kabupaten Halmahera Timur 2,79 Level 2
4. Kabupaten Halmahera Selatan 2,81 Level 2
5. Kabupaten Pulau Morotai 2,69 Level 2

Kabupaten Kepulauan Sula 2,47 Level 2
Kabupaten Halmahera Tengah 2,04 Level 2
Kabupaten Pulau Taliabu 2,26 Level 2

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.17.
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Tabel 3.17
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Tahun 2015 s.d. 2019

120

100

o

o

100
80
60
40 40 40 40
4 30 30
2 II
0

2015 2016 2017 2018 2019

B Target M Realisasi M Capaian

Keterangan: sesuai juknis LK|IP jika Level 3 tidak tercapai maka Level 2 maksimal
100%.

Sasaran Program Pengawasan 7
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

— S

Pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP menjadi tugas BPKP untuk mendorong
agar APIP mampu melaksanakan fungsi secara efektif, yaitu sekurang-kurangnya
mampu:

1. Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan dan fungsi pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”
didukung tiga indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2019 disajikan pada
Gambar 3.5.
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Gambar 3.5
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Dari Gambar 3.5, dapat diketahui bahwa dari empat IKU yang mengindikasikan sasaran
program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah”, dua yang
memiliki nilai capaian outcome 100%. Dari sebelas Pemda yang ada di Provinsi Maluku
Utara sebanyak 10 Pemda yang masuk dalam target pencapaian level 3 kapabilitas
APIP pada Perjanjian Kinerja tahun 2019. Sesuai dengan hasil quality assurance (QA)
pada tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa sepuluh pemda memperoleh tingkat
Kapabilitas APIP level 3, satu pemda berada pada level 2, dan satu pemda berada pada
level 1 yaitu APIP Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus belum dilakukan assessment.

Dari hasil penilaian tahun 2019 diidentifikasi 5 pernyataan yang masih memerlukan
perbaikan tampak pada Gambar 3.6.
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Gambar 3.6
Identifikasi 5 Pernyataan yang Memerlukan Perbaikan
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Perkembangan tingkat kapabilitas APIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Tingkat Kapabilitas APIP Pemda tahun 2015 s.d. 2019

12 11
10 9 9
& 6
< b 5
o
g 4 3
2 1 I 11 11
0 0 0
0 | HE B
2015 2016 2017 2018 2019
| | | | | |

Level 1 Level 2 Level 3

Daftar nama pemda dan level kapabilitas APIP-nya pada tahun 2019 selengkapnya
disajikan pada Lampiran VI APIP.

7.1. Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3" mengukur
persentase APIP Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kapabilitas APIP level 3.
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Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2016
tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase APIP 2 Pemprov Min Level 3 APIP
Pemerintah  Provinsi  dengan = X 100%
Kapabilitas Level 3 < Seluruh Pemprov

1 Pemprov Min Level 3 APIP
1 Seluruh Pemprov

X 100%

X 100%

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” tahun
2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%. Realisasi
tersebut berdasarkan hasil Reviu oleh Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah
Daerah, Deputi Bidang PPKD BPKP atas Quality Assurance (QA) yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 100%. Tidak terdapat perubahan dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun
2019 sebesar 100%, tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan capaian tahun
2018 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun
2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 100%.

Upaya/Langkah yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU yang sudah
mencapai target Renstra tampak pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7
Upaya/Langkah Mempertahankan Kinerja IKU

Pemuntavan penyelenggaraan kapabilitas

APIP pada Pamerimtah Pravinsi untuk mengintegrasikan
dan menginternalisasikan pengendalian infern sebagai
proses yong melekatf/integral dengan proses

kegiatan lainnya

Mendorong APIP Pemerintah Provinsi
untuk meningkatkan kematangan
pengelolzan risike dan mendorong APIP
mengimplementasikan Kapabilitas APIP
Level 32 dengan melakukan penilaian
efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah
Provinsi

Mandorong APIP Pamerintah Pravinsi meningkatkan
proktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas
poda leve! 2 dengon mengimplementasikan
Key Process Area (KPA) secaro baik dan

A terus menerus (Instititionalized).
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Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019

120

100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
80
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20
0
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B Target M Realisasi M Capaian

7.3. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3”
mengukur persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tingkat kapabilitas
APIP level 3. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5
Tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase APIP X Pemkab/kota Min Level 3 APIP
Pemerintah  Kabupaten/Kota = Seluruh Pemkab/kot X 100%
dengan Kapabilitas Level 3 2 Seluruh Pemkab/kota

8 Pemkab/kota Min Level 3 APIP

X 1009 = 80%
10 Seluruh Pemkab/kota % °

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level
3” tahun 2019 adalah sebesar 80% atau tercapai 88,89% dari target sebesar 90%,
dengan perhitungan delapan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP
level 3 dibandingkan dengan sembilan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi
target Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 (meliputi

level 2+ dan level 3) disajikan pada Tabel 3.19
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Tabel 3.19
Pemerintah Kabupaten/Kota yang Sudah Mencapai Kapabilitas APIP Level 3

Elemen IACM yang
memenubhi level 3

Status

QA Perwakilan

Reviu Rendal

Kabupaten LQAPIP- SP-
1. Halmahera V V V \% 3 452/PW33/6/2019, 2561/D3/04/2019,
27 Desember
Selatan 17 Desember 2019
2019
Kabupaten LQAPIP- SP-
2. Halmahera V V. 2+ 457/PW33/6/2018,  240°/D3/01/2018,
20 Desember
Utara 26 Desember 2019
2018
Kabupaten LQAPIP- SP-

3. Halmahera V 2+  456/PW33/6/2018, 278/D3/01/2019,
Timur 26 Desember 2019 18 Februari 2019
Kabupaten LQAPIP- SP-

4. Halmahera V \Y V 2+  458/PW33/6/2018, ZH DSV,

12 Desember
Barat 26 Desember 2019

2018
Kabupaten LQAPIP- SP-

5. Halmahera V 2+  487/PW33/6/2018, 590/D3/01/2018,
Tengah 18 Desember 2018 4 April 2019
Kabupaten LQAPIP- SP-

6. Kepulauan Vo2 304/PW33/6/2018, o000/ D0012018,
Sula 28 Agustus 2018 5018
Kota Tidore LQAPIP- 252-3/03/04/2019

7. vV V V \Y 3 460/PW33/6/2019, ’
Kepulauan 26 Desember

26 Desember 2019
2019
Kota LQAPIP- SP-
8. Ternate vV V V V 3 331/PW33/6/2019, 1925/D3/04/2019,
9 Oktober 2019 16 Oktober 2019

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 80% tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018 sebesar 80%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019
sebesar 88,89%, tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 89%. Kondisi ini disebabkan terdapat satu APIP yakni APIP Kabupaten Pulau
Morotai yang Kapabilitas APIP-nya masih berada pada level 2.

Upaya/Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja IKU yang
belum tercapai sampai dengan akhir tahun Renstra tampak pada Gambar 3.8.




MLAPORAN KINERJA PERWAKILAN BEPKP PROVIMNSLMALLUKL UTARA

TAHUNR2019 DLpkD

Gambar 3.8
Upaya/Langkah yang Dilakukan untuk Meningkatkan/Memperbaiki Kinerja IKU yang
Belum Tercapai Sampai dengan Akhir Tahun Renstra

Pemantauan penyelenggaraan kapabilitas APIP pada Pemerintah
Kabupaten/Kota unfuk mengintegrasikan don menginternalisasikan
pengendalian infern sebagai proses yang melekaiintegral dengan
proses kegiatan lainnya terlebih poda APIP Kabupaten Pulau Morotai

Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan
Quality Assurance and Improvement Program (QAIP),

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
Tahun 2015 s.d. 2019
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100
90 89 90 88,89
80 80
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7.4. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2”
mengukur persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tingkat kapabilitas
APIP level 2. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5
Tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase APIP 2 Pemkab/kota Min Level 2 APIP
Pemerintah  Kabupaten/Kota = X 100%

dengan Kapabilitas Level 2 Z Seluruh Pemkab/kota
1 Pemkab/kota Min Level 2 APIP
X 100% = X 100%
1 Seluruh Pemkab/kota ? ?

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level
2” tahun 2019 adalah sebesar 10% atau 100% dari target sebesar 10%, dengan
perhitungan satu Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP level 2
dibandingkan dengan target satu APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 2 disajikan
pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Pemerintah Kabupaten/Kota yang Sudah Mencapai Kapabilitas APIP Level 2

Elemen IACM yang
. Level
Nama APIP memenuhi level 2

No.

1 2 3 4 5 6 QA Perwakilan Reviu Rendal
Kabupaten LQAPIP-
1. Pulau vV V.V V V V 2 497/PW33/6/2018, -
Morotai 20 Desember 2018

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 10% tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018 sebesar 10%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019
sebesar 100% tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 100% . Kondisi ini disebabkan dua faktor pada Gambar 3.9.
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Gambar 3.9
Faktor Penyebab Realisasi IKU 2019 Tidak Mengalami Perubahan

Target level 3 APIP
Kabupaten Pulav Morotai
belum dapot dicapai
disebabkan karena masih
banyaknya infrastruktur
peningkatan kapabilitas APIP
yang belum terpenuhi oleh
APIP Kobupoten Pulau
Morofai.

APIP Pulau Taliabu belum

dopat mencapai targef
level 2 kapobilitas APIP.

Upaya/Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja IKU yang
belum tercapai sampai dengan akhir tahun Renstra antara lain:

1. Pemantauan penyelenggaraan kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai
proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya terlebih pada APIP
Kabupaten Pulau Morotai;

2. Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah auditor
serta memastikan proses karier dalam jenjang fungsional tertentu
terimplementasikan dengan baik;

3. Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penugasan
berbasis audit kinerja serta perencanaan pengawasan berbasis risiko;

4. Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan Quality
Assurance and Improvement Program (QAIP).

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2
Tahun 2015 s.d. 2019
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Sasaran Program Dukungan Pengawasan

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Pelayanan Sekretariat
Utama

———— N ————

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama” didukung dengan satu IKU “Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama dengan target 8 Skala 1-10". Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan
sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para
penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan puas atau tidak puas diperoleh melalui
survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan, dalam hal ini
pegawai, dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung
menggunakan metode skala 1-10. Survey yang dilakukan meliputi lima bidang layanan
yaitu perencanaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan kehumasan, serta umum
(sesuaikan dengan bidang layangan yang disurvey masing-masing unit kerja)

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8,2 atau
mencapai 102,85 % dari target tahun 2019 sebesar 8. Capaian tersebut merupakan
rata-rata capaian persepsi kepuasan pada Layanan Keuangan, Layanan
Kepegawaian dan Layanan Umum sebagaimana disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja IKU
Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama Tahun 2019

8,26
8,21
l :

Kepuasan Layanan Kepuasan Layanan Kepuasan Layanan
Keuangan Kepegawaian Umum

8,6
8,55
8,5
8,45
8,4
8,35
8,3
8,25
8,2
8,15
8,1
8,05

[¢2)

7,95
7,9
7,85
7,8

Capaian IKU sebesar 102,85 % menunjukkan bahwa layanan melebihi target harapan
stakeholders.

()
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Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 102,85% meningkat 2,85 %
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100 %. Demikian pula dengan
capaian IKU tahun 2019 meningkat 2,85% dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 100%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara
lain responsifnya para pegawai saat melayani.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Dalam Perkin tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ditargetkan 7
sasaran kegiatan pengawasan dengan 7 indikator kinerja kegiatan (IKK) dan 1 sasaran
kegiatan dukungan pengawasan. Capaian IKK tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2019

Realisasi
Tahun
2019

Target
Tahun
2019

Sasaran
Kegiatan

Capaian
Kinerja

Indikator Kinerja

Kegiatan SELIEN

Tersedlapya . Jumlah Laporan
Informasi Hasil )
Hasil
Pengawasan
Pengawasan
Proyek Proyek Strategis
Strategis dan 1.1 yex Straleg Laporan 39 46 117,95%
o dan Prioritas
Prioritas )
. Presiden
Presiden .
. Perwakilan
Perwakilan BPKP
BPKP
Tersedianya Jumlah Laporan
Informasi Hasil Hasil
Pengawasan Pengawasan
Pembangunan | , ; | Pembangunan |, . | g6 78 | 118,18%
Prioritas Prioritas
Nasional Nasional
Perwakilan Perwakilan
BPKP BPKP
Tersedianya Jumllah Laporan
. . Hasil
Informasi Hasil .
Pembinaan Pembinaan
3.1 | Penerapan Laporan 6 6 100%
Penerapan .
SIMDA Integrasi
SIMDA .
Intearasi Perwakilan
g BPKP
Jumlah Laporan
Tersedianya Hasil
Informasi Hasil 41 Pengawasan Laporan 16 16 100%
Pengawasan Dana Desa
Dana Desa Perwakilan
BPKP
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Target Realisasi
Satuan Tahun Tahun
2019 2019

Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan Kegiatan

Capaian

No. Kinerja

Tersedianya Jumlah Laporan

. . Hasil
Informasi Hasil
Pengawasan
Pengawsan
atas
atas
Pengelolaan
Pengelolaan dan
5 | dan 5.1 Laporan 6 6 100%
. Pertanggung-
Pertanggungja .
jawaban
waban
Keuangan Dana
Keuangan .
. Pemilu Tahun
Dana Pemilu .
Tahun 2019 2019 Perwakilan
BPKP
Tersedianya Jumlah Laporan
Informasi Hasil Hasil
Pembinaan Pembinaan 0
6 SPIP 6.1 SPIP Laporan 30 32 106,67%
Perwakilan Perwakilan
BPKP BPKP
Tersedianya Jumlah Laporan
Informasi Hasil Hasil
Pembinaan Pembinaan
7 | Kapabilitas 7.1 | Kapabilitas Laporan 28 31 110,71%
APIP APIP
Perwakilan Perwakilan
BPKP BPKP

Jumlah Layanan

Dukungan
. 8.1 | Manajemen Laporan 56 56 100%
Tersedianya Perwakilan
Dukupgan BPKP
Manajemen ;
dan Tersedianya
8.2 | Alat Pengolahan Unit 2 2 100%
Pelaksanaan
8.1 . Data BPKP
Tugas Teknis Tersedianya
',a'””ya dalam | ¢ 3 | Alat Rumah Unit 18 18 100%
encapal Tangga BPKP
Kepuasan 99 :
Layanan 'Sl'ersedlanya
g.4 | Darana M2 97 97 100%
Prasarana

BPKP
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Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Gambar 3.10
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan "Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara” didukung satu IKK “Jumlah
Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 46 laporan atau mencapai 117,95% dari target
sebanyak 39 laporan.

PSN dan Prioritas Presiden yang dilakukan pengawasan (monitoring, reviu, evaluasi
dll) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 sebanyak 39 PSN
dengan rincian pada Tabel 3.25.
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PSN dan Prioritas Presiden yang Dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

10
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12
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15

16

17

18

Tabel 3.25

Utara Tahun 2019

Jenis PSN
Evaluasi atas Program Prioritas Nasional
Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas

Konsumsi Pangan

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (KSPN)
Runaway Lighting Bandara Pitu Morotai

Reviu Tata Kelola atas Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum (Tol dan
Bendungan)

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional
Revitalisasi Bandara Babullah Ternate

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional
Kawasan Industri Buli

Evaluasi Lintas Sektoral AP3N Program Prioritas
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja di
Kementerian Ketenagakerjaan

Monitoring Kegiatan Percepatan Peningkatan
Keahlian Tenaga Kerja di Kementerian Pariwisata
Evaluasi atas Kegiatan Pembangunan Industri
Pariwisata pada Kementerian Pariwisata

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional
Pelatihan Vokasi pada Kementerian
Ketenagakerjaan Triwulan Il Tahun 2019
Reviu Padat Karya Tunai di Desa

Reviu Pengentasan desa Tertinggal
Kementerian Desa PDTT

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di
Pulau Morotai;

Reviu Tata Kelola Pembangunan Smelter di Buli (PT
Antam)

Reviu Proyek  Strategis Nasional
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)
Perhutanan Sosial Triwulan | Tahun 2019 di Provinsi
Maluku Utara

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)
Peremajaan Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku
Utara

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)
Sertifikasi Lahan Tahun 2019 di Provinsi Maluku
Utara

pada

(PSN)

ALUKL UTARA
TAHUNRZ2O019

Jumlah
2 Laporan

4 laporan triwulan
(I ITY
1 Laporan

4 laporan triwulan
(Y

4 laporan triwulan
(Y

4 laporan triwulan
(Y
1 Laporan

1 Laporan
1 Laporan

1 Laporan

3 laporan
1 Laporan

4 laporan triwulan
(Y

4 laporan triwulan
L, LIV

4 laporan triwulan
(Y
1 Laporan

1 Laporan

2 laporan triwulan
[, 1l

bpigh
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No. Jenis PSN Jumlah

19  Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) 2 laporan triwulan
Tanah Obyek Reforma Agraria (BPN) Tahun 2019 di 1l
Provinsi Maluku Utara

20  Evaluasi Dukungan Program Prioritas Peningkatan 1 Laporan
Sistem Logistik di Provinsi Maluku Utara

Realisasi indikator kinerja  kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp620.814.200,00,00 atau 99,24% dari anggaran tahun 2019 sebesar
Rp625.599.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.169 OH atau 92,69% dari rencana
tahun 2019 sebanyak 2.340 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 117,95% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,24%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah tercapai
secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar
117,95% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 92,69% .

Sasaran
| Kegiatan 2

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan
@ Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Gambar 3.11
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2

Dalam upaya pembangunan nasional agar lebih memberikan hasil yang optimal bagi
kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menyusun prioritas pembangunan
nasional. Agar pengawalan berjalan secara optimal, BPKP selaku auditor pemerintah
telah merumuskan sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”

Sasaran kegiatan ” Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP ” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 78 laporan atau mencapai 118,18% dari target

(s

sebanyak 66 laporan.
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Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
terkait realisasi output "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP" antara lain :

1. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Aset Jaminan Sosial Kesehatan Yang Meliputi
Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) dan Aset Dana BPJS
Kesehatan Tahun 2018:

a. Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018;
dan

b. Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018
tahap II.

2. Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP Maluku Utara
atas Loan ID 8578, World Bank Loan No.8636, Loan IBRD No.8217-ID, dan SOLID
Grant IFAD No.GIC 835-ID dan Loan IFAD LI-835-ID:

a. Audit Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income
Communities Project (WSLIC-3);

b. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Program KOTAKU TA
2018/Loan IBRD 8636 ID; AAIB LN-0004-IDN/8213 ID,;

c. Pelaksanaan Audit Program Inovasi Desa/Village Inovation Program (VIP) Loan
IBRD 8217-ID;

d. Audit atas Laporan Keuangan Smallholder Livelihood Development Project
(SOLID).

3. Verifikasi Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS Madrasah
Kementerian Agama.

4. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan
Ekonomi Wilayah (PISEW Tahun Anggaran 2018 dan Semester | Tahun Anggaran
2019.

Audit Investigatif
Analisis Kebijakan Fiskal/Dana Transfer (DAK)

Analisis Penerimaan Negara/Daerah (OPAD)

© N o o

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Program Lintas Sektoral Penyediaan dan
Pemanfaatan Obat Publik pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2013 dan 2014

9. Audit atas Tagihan Subsidi Bunga Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka
(SBUM) Perumahan Kredit Pemilikan Rumah Tahun Akad 2018.

10.Reviu atas Peran PT Pupuk Indonesia (Persero) c.q. PT Petrokimia Gresik dalam
Mendukung Program Ketahanan Pangan Tahun 2018 dan Semester | Tahun 2019

11.Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018 pada PDAM

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp1.728.081.655,00 atau 94,75% dari anggaran tahun 2019 sebesar
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Rp1.825.038.000,00 dan dengan SDM sebanyak 4.534 OH atau 118,07 % dari rencana
tahun 2019 sebanyak 3.551 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 118,18% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 94,75%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah tercapai secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 118,18%
lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 118,07%.

Sasaran
8l Kegiatan 3

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi

Gambar 3.12
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di
Perwakilan” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA Integrasi
di BPKP Perwakilan”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 6 laporan.

Pemerintah daerah yang telah menerapkan SIMDA Integrasi disajikan pada Gambar
3.13.
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Gambar 3.13
Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan SIMDA Integrasi
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Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp193.139.300,00
atau 95,55% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp202.134.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 100 OH atau 27,78% dari rencana tahun 2019 sebanyak 360 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian dana tahun 2019 sebesar 95,55%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah tercapai secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 27,78%.
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Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

Gambar 3.14
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 4

Sasaran kegiatan "Tersedianya informasi hasil pengawasan Dana Desa” didukung
satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 16 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 16 laporan.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
terkait realisasi output "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan
BPKP" tampak pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Evaluasi Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa
[~ Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai
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Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp397.491.400,00
atau 96,35% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp412.544.000,00, dan dengan SDM
sebanyak 308 OH atau 32,08% dari rencana tahun 2019 sebanyak 960 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian
dana tahun 2019 sebesar 96,35%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 32,08%.

Sasaran
| Kegiatan 5

Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan
EEB dan Pertanggungjowaban Kevangan Dana Pemilu Tahun 2019

Gambar 3.16
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan ” Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019” didukung satu IKK “ Jumlah
Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 6 laporan.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
terkait realisasi output " Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP" antara
lain :

a. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
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b. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;

c. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

d. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

e. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; dan

f. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp223.363.250,00
atau 99,93% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp223.524.000 dan dengan SDM
sebanyak 341 OH atau 94,72% dari rencana tahun 2019 sebanyak 360 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP”
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019
sebesar 99,93%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian OH tahun 2019 sebesar 94,72%.

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Gambar 3.17
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 6

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP”.




WAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSLMALUKU UTARA
, ' - TAHUNN2019 DLp0k0

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 32 laporan atau mencapai 106,67% dari target
sebanyak 30 laporan.

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp783.266.100,00 atau 97,31% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp804.888.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.334
OH atau 74,11% dari rencana tahun 2019 sebanyak 1.800 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 106,67% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 97,31%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 106,67% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 74,11%.

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP

Gambar 3.18
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 7
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Sasaran kegiatan ’Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 31 laporan atau mencapai 110,71% dari target
sebanyak 28 laporan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp485.857.800,00
atau 97,89% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp496.328.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 887 OH atau 52,80% dari rencana tahun 2019 sebanyak 1.680 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
indikator kinerja tahun 2019 sebesar 110,71% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian dana tahun 2019 sebesar 97,89%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 110,71% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 52,80%.
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Sasaran

8l Kegiatan 8
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
@ Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Gambar 3.19
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 8

PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN TATA
USAHA

Identitai Ressonden

Sasaran kegiatan 7 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan” didukung satu IKK “Jumlah
Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 56 laporan atau mencapai 100% dari target
sebanyak 56 laporan. Rincian laporan dukungan manajemen sebanyak 56 laporan
disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Tahun 2019
| No LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT |
1 Keuangan 26 Laporan
2 Kepegawaian dan Umum 25 Laporan
3 Prolap APIP 5 Laporan
Jumlah 56 Laporan

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp13.327.421.563,00 atau
99,47% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp13.398.016.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 1.869 OH atau 78,86% dari rencana tahun 2019 sebanyak 2.370 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan” telah tercapai secara
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efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,47%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “ Tersedianya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan
Layanan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019
sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar
78,86% .

Termanfaatkannya aset secara optimal

Kegiatan termanfaatkannya aset secara optimal merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sasaran kegiatan ’Tersedianya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan” didukung
satu IKK “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”. Rincian dari
kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2

No. IKK SEVET) Target Realisasi Ca(;‘))/::)lan
Terlaksananya rehabilitasi

8.2.1 rumah negara perwakilan Unit 7 7 100
BPKP
Tersedianya alat .

8.22 pengolahan data BPKP Unit 2 2 100
Tersedianya meubelair .

8.2.3 perwakilan BPKP Unit 13 13 100
Tersedianya Alat Rumah .

8.24 tangga BPKP Unit 15 15 100
Terlaksananya rehabilitasi 2

872 kantor perwakilan BPKP m HELe 4649 100
Tersedianya sarana .

8.2.6 prasarana BPKP Unit 37 37 100
Terlaksanannya

8.2.7 Pembangunan Konstruksi m? 97 97 100
Gedung

8.2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2018 adalah sebanyak 7 unit atau 100% dari target sebesar 7 unit.
realisasi sebanyak 7 unit merupakan rehabilitasi atas Rumah Dinas.

Realisasi oufput sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7 unit sama dengan realisasi
tahun 2018 sebanyak 7 unit. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar
100% meningkat 0% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0%.




WLAPORAN KINERJA PERWAKILAN BEPKP PROVINSLMALUKU UTARA
: ' - = TAHUNR2019 DLHpk0 0

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp280.400.000,00 atau 91,96% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp304.900.000,00 dan dengan SDM sebanyak 7 OH
atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 7 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Terlaksananya rehabilitasi rumah negara Perwakilan
BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019
sebesar 100,00% lebih tinggi dari capaian dana tahun 2019 sebesar 91,96%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Terlaksananya rehabilitasi
rumah negara Perwakilan BPKP” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH tahun
2019 sebesar 100%.

8.2.2. Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Realisasi IKK tahun 2018 adalah sebanyak 3 unit atau 100% dari target sebesar 3 unit.
Realisasi sebanyak 3 unit merupakan realisasi alat pengolahan data berupa Laptop.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3 unit sama dengan unit realisasi
tahun 2018 sebanyak 3 unit. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar
100% sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp55.665.000,00 atau 96,39% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp57.747.000,00 dan dengan SDM sebanyak 3 OH atau
100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 3 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP” telah
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100%
lebih tinggi dari capaian dana tahun 2019 sebesar 96,39%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “ Tersedianya Alat Pengolahan
Data BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun
2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 100%.

8.2.3 Tersedianya Meubelair Perwakian BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 13 unit atau 100% dari target sebesar 13
unit. realisasi sebanyak 13 unit merupakan penyediaan meubelair berupa Lemari,
Lemari Besi, Rak Kayu, Kursi Putar Sandaran Rendah, Meja Kerja.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 unit lebih rendah dari tahun
2018 sebanyak 51 unit. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100
% sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp13.955.000,00 atau 100% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp13.955.000,00 dan dengan SDM sebanyak 5 OH atau
100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 5 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Meubelair Perwakian BPKP” telah
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100 %
sama dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 100 %.
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Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Meubelair
Perwakian BPKP” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 100%.

8.2.4. Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 9 unit atau 100% dari target sebesar 15 unit.
Realisasi sebanyak 9 unit merupakan penyediaan alat rumah tangga berupa Kompresor
Air, Pompa Air, Vacum Cleaner, Mesin Pemotong Rumput, Genset 50 KVA, Speaker,
AC, CCTV, dan Smart TV.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 9 unit sama dengan 9 unit
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 7 unit. Demikian juga dengan
capaian output tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018 sebesar
100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp302.230.000,00 atau 100% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp302.230.000,00 dan dengan SDM sebanyak 15 OH
atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 15 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “ Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP” telah secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan
capaian dana tahun 2019 sebesar 100%.

8.2.5. Tersedianya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 4649 m? atau 100% dari target sebesar 4649
m?. Realisasi sebanyak 4649 m? merupakan rehabilitasi atas Halaman Gedung, Gedung
atau Bangunan Kantor Tidak Bertingkat.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4649 m? sma dengan realisasi
tahun 2018 sebanyak 4649 m?. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019
sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp165.325.923,00 atau 99,99% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp165.350.000,00 dan dengan SDM sebanyak 68 OH
atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 68 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP”
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar
100 sama dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 100%.

8.2.6. Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 32 unit atau 100 % dari target sebesar 32
unit. Realisasi sebanyak 32 unit merupakan rehabilitasi atas Sarana Prasarana BPKP.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 32 unit lebih rendah sebanyak
36 unit dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 68 unit. Demikian juga
dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018
sebesar 100%.
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Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp652.250.000,00 atau 96,38% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp676.750.000,00 dan dengan SDM sebanyak 68 OH
atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 68 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Sarana Prasarana BPKP” telah secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 96,38% lebih rendah
dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 100%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Sarana Prasarana
BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019
sebesar 96,38% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun
2019 sebesar 100% .

8.2.7. Tersedianya Pembangunan Konstruksi Gedung BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 97 m? atau 100% dari target sebesar 97 unit.
Realisasi sebanyak 97 unit merupakan rehabilitasi atas Ruang Parkir Kendaraan
Bermotor, Penambahan Kamar Mandi, Pembangunan Gedung Arsip, Jasa Konsultasi
Konstruksi.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 97 m? lebih rendah 59 m? dengan
realisasi tahun 2018 sebanyak 156 m?. Demikian juga dengan capaian output tahun
2019 sebesar 100% sama dengan capaian capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp558.494.000,00 atau 100% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp558.500.000,00 dan dengan SDM sebanyak 68 OH
atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 68 OH.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “ Tersedianya Pembangunan
Konstruksi Gedung BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 100% .

3. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA
a. Kinerja Lain

Selain kinerja pengawasan dan dukungan pengawasan yang diuraikan di atas,
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan inovasi budaya kerja
berupa doa bersama di awal memulai dan akhir jam kerja pekerjaan.

b. Penghargaan

Penghargaan tingkat Internasional dan Nasional yang diterima oleh perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara selama tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.28.
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Tabel 3.28
Penghargaan Tingkat Internasional dan Nasional yang Diterima oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara Selama Tahun 2019

Nama Instansi/Lembaga Tahun Uraian Ringkas
Penghargaan Yang Memberi Penghargaan Penghargaan
1 Satker Besar Kantor Pelayanan 2019 Peringkat Il

dengan Perbendaharaan Satker Besar
Indikator Kinerja Negara (KPPN) dengan Indikator
Pelaksanaan Kinerja
Anggaran Pelaksanaan
Terbaik Anggaran Terbaik

B. REALISASI KEUANGAN
Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 sebesar
Rp17.758.085.268,00 atau terserap 98,72% dibandingkan dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp17.988.071.000,00. Rincian anggaran per program dan per jenis belanja dapat
dilihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Tahun 2019
Program Anggaran Realisasi Capaian
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas 625.599.000,00 620.814.200,00 99,24%
Presiden Perwakilan
BPKP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan

Pembangunan Prioritas 1.825.038.000,00 1.728.081.655,00 94,69%
Nasional Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pembinaan Penerapan 0
SIMDA Integrasi 202.134.000,00 193.139.300,00 95,55%
Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Dana Desa 412.544.000,00 396.141.400,00 96,02%
Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban 223.524.000,00 223.363.250,00 99,93%
Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan SPIP 804.888.000,00 783.266.100,00 97,31%
Perwakilan BPKP
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Program Anggaran Realisasi Capaian
Jumlah Laporan Hasil

Pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan BPKP 496.328.000,00 485.857.800,00 97,89%

Program Dukungan

Manajemen dan 13.398.016.000,00 13.327.421.563,00 99,47%
Pelaksanaan Tugas

Teknik lainnya BPKP

Total 17.988.071.000,00 17.758.085.268,00 98,72%

Gambar 3.20
Data Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

bp )/D Anggaran

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Perwﬂki’an BPKP Provins'-
Maluku Utara
> Tahun 2019

Rp 17.988.071.000,00

Realisasi Anggaran

Perwakilan BPKP Provinsi .
Maluku Utara cu pa ian
Tahun 2019 98’720/0

Rp 17.758.085.268,00
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PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program untuk mendukung
pencapaian tujuan/sasaran strategis BPKP. Laporan menyajikan informasi realisasi kinerja
program dibandingkan dengan target, disertai analisis capaian atas target dan efisiensi
penggunaan sumber daya dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang.
Simpulan realisasi capaian kinerja sasaran program dengan Indikator Kinerja program tahun
2019 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA %

UTAMA SATUAN TARGET | REALISASI CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Persentase Tindak Lanjut
1.1 Rekomendasi Hasil % 70 72,97 104,25
Pengawasan

Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD
yang dievaluasi

Persentase BLUD yang tata
kelolanya minimal cukup
baik dari BLUD yang
dievaluasi

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Persentase hasil
pengawasan

21 keinvestigasian yang % 60 22 36,67
dimanfaatkan di
persidangan
Persentase hasil
pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
Persentase hasil

2.3 pengawasan % 70 100 142,86

1.4 % 56 50 89,29

1.5 % 62 100 161,29

2.2 % 75 100 133,33
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INDIKATOR KINERJA %
UTAMA SATUAN TARGET | REALISASI CAPAIAN

keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Nasional
Persentase penyelesaian
3.1 hambatan kelancaran % 80 0 0
pembangunan

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi
Dalam Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K yang
4.1 mengimplementasikan FCP % 55 86 156,36
(termasuk FRA)
Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap

Korupsi
Persentase K/L/P/K Anggota
Komunitas Pembelajar Anti
5.1 | Korupsi (KPAK)yang % 70 100 142,86

mengimplementasikan
Sistem Pengaduan
Masyarakat

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
Persentase Pemerintah

6.1 Provinsi dengan Maturitas % 100 100 100
SPIP Level 3
Persentase Pemerintah

6.2 Kabupaten/Kota dengan % 70 20 28,57

Maturitas Level 3
Persentase Pemerintah
6.3 Kabupaten/Kota dengan % 30 30 100
Maturitas Level 2
Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Persentase APIP
7.1 Pemerintah Provinsi dengan % 100 100 100
Kapabilitas Level 3
Persentase APIP
Pemerintah Kabupaten/

0,
3 Kota dengan Kapabilitas /o 90 80 88,89
Level 3
Persentase APIP
74 Pemerintah Kabupaten/ % 10 10 100

Kota dengan Kapabilitas
Level 2
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Belum tercapainya target pada tiga IKU dari keseluruhan 15 IKU dimana capaian di bawah

50%, adalah disebabkan karena

a. LHAI yang disampaikan ke penyidik tidak dapat langsung digunakan untuk PKA dalam
persidangan tetapi APH terlebih dahulu meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan dan
meminta audit PKKN

b. Hambatan Kelancaran Pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak
terkait yang akan dilakukan EHKP sampai dengan akhir tahun 2019 tidak sepakat untuk
dilakukan EHKP.

c. Implementasi SPIP atas kebijakan belum didukung dengan infrastruktur yang memadai;

Kurangnya dukungan pimpinan daerah dalam implementasi maturitas SPIP level 3.

Upaya peningkatan capaian outcome, terutama untuk tiga IKU yang belum tercapai target
tersebut adalah
a. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/K untuk melakukan upaya percepatan realisasi

tindak lanjut;

b. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/K atas permintaan-permintaan audit investigatif
dari K/L/P/K kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara;

c. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan daerah dalam rangka implementasi maturitas
SPIP Level 3.
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